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Laporkan, Jika Ada ASN Yang Nekat Mudik
Melanggar Ketentuan Peniadaan Mudik
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ASN, TNI DAN POLRI,
PEGAWAI BUMN
DILARANG MUDIK

Masyarakat umum juga dianjurkan
untuk tidak mudik, sembari
pemerintah memantau dan
mengevaluasi hal-hal yang

ada di lapangan
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JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (PAN-RB) mengajak, masyarakat melaporkan Aparatur Sipil Negara
(ASN) yang nekat melanggar ketentuan peniadaan mudik. Adukan hal di atas ke
dua situs yakni www.menpan.go.id atau www.lapor.go.id.



“Kepada masyarakat yang memang melihat ada ASN yang melanggar bisa
dilaporkan kepada website Menpan atau kepada LAPOR! (www.lapor.go.id),” ujar
Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Rini
Widyantini, dalam keterangan pers yang diterima, Rabu (5/5/2021).

Rini mengatakan, Menteri PANRB telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor
8 Tahun 2021 mengenai pembatasan mobilitas pegawai ASN. Surat Edaran
tersebut berisi pelarangan untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah
dan/atau mudik selama masa periode 6-17 Mei tahun 2021.

“Apabila ada pegawai ASN yang melanggar, maka yang bersangkutan akan
diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 53 Tahun 2010 dan PP Nomor 49 tentang Manajemen Pegawai
dengan Perjanjian Kerja,” tegasnya.

Para ASN terutama Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), terang Rini, juga bisa
melaporkan pelaksanaan SE ini melalui LAPOR! dan laman yang telah
disediakan Kementerian PANRB.

“Jadi kita juga akan mengontrol, diwajibkan kepada para PPK untuk memberikan
laporan kepada kita. Supaya terjadi pengawasan pada ASN untuk masing-
masing instansi pemerintah kepada PPK diminta untuk mengatur secara teknis
sesuai dengan karakteristik dari pekerjaan atau instansinya masing-masing,”
terangnya.

Lebih lanjut, Rini memaparkan, larangan bepergian ke luar daerah dikecualikan
bagi ASN yang memang melakukan perjalanan dalam rangka tugas kedinasan
dan telah memperoleh surat tugas yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan
Tinggi Pratama atau kepala satuan kerjanya.

Pelarangan juga dapat dikecualikan bagi ASN yang dalam keadaan tertentu perlu
melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dengan terlebih dahulu
memperoleh izin tertulis dari PPK di instansinya.

“Ini tentu saja para pegawai ini mohon kiranya memperhatikan peta zonasi risiko
dari penyebaran COVID-19 yang telah ditetapkan oleh Satuan Tugas
Penanganan COVID-19. Hal ini dimaksudkan agar ASN ini tidak bepergian dan
atau berhati-hati ketika dalam keadaan terpaksa ke wilayah dengan status risiko
tinggi,” ujarnya.

Selain itu, imbuh Rini, ASN yang akan bepergian ke luar daerah juga tidak boleh
melanggar peraturan dan kebijakan dari pemerintah daerah asal dan tujuan
perjalanan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang.

ASN pelaku perjalanan juga perlu memperhatikan kriteria, persyaratan, dan
protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan maupun
Satuan Tugas Penanganan COVID-19, serta tetap memperhatikan protokol
kesehatan.



Dalam keterangan persnya, Rini juga menegaskan bahwa dalam SE 8/2021 juga
dituangkan bahwa para ASN tidak diizinkan atau tidak diperbolehkan untuk
mengajukan cuti selama periode yang telah ditetapkan, yaitu 6-17 Mei 2021.

“Namun demikian, ada pengecualian juga, misalnya cuti melahirkan karena
enggak bisa ditahan kalau cuti melahirkan, cuti sakit karena memang sakit keras
dan sebagainya, atau cuti karena alasan penting,” paparnya.

Menutup penjelasannya, Rini meminta para ASN untuk tetap disiplin dalam
menerapkan protokol kesehatan serta menjadi contoh bagi masyarakat untuk
berperilaku hidup sehat dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah dalam
mencegah terjadinya penularan COVID-19.

“Selama masa pandemi ini pegawai ASN wajib melaksanakan perilaku hidup
bersih dan sehat, dengan disiplin menerapkan 5M dan 3T, yaitu menggunakan
masker dengan benar, rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir,
menjaga jarak dengan orang lain, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas dan
interaksi, melakukan pemeriksaan dini, pelacakan dengan kontak erat, serta
perawatan terhadap pasien yang terkonfirmasi positif,” tandasnya. (Agung)



